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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan

menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl No. : 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/

transliterasi

Arab-L.atin

dalam

penyusunan  skripsi

1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf latin Keterangan
Arab

‘ Alif tidak tidak dilambangkan

| dilamban gkan B

- ba’ b -

= ta’ t

< sa’ $ s (dengan titik di atas)

d jim j -

z ha’ h h (dengan titik di bawah)

d kha’ kh -

° dal d -

» zal z z (dengan titik di atas )

J ra’ r -

J za’ z -

s sin $




> syin sy -
s sad $ s (dengan titik di bawah)
i dad d d (dengan titik di bawah)
b ta’ t t (dengan titik di bawah)
b za’ z z (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain : koma terbalik
¢ gain g
< fa’ £ :
6 qaf q -
9 N k -
J lam 1 5
¢ mim m -
“ nun n -
J wawu w =
: ha h :
¢ hamzah ’ apostrof (tetapi tidak
dilambangkan apabila
terletak di awal kata)
o ya’ y -

Vi




2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monotong dan rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
R Fathah a a
o Kasroh i i

/
. ; Dammah u u
Contoh:
o - kataba > & -Yyazhabu
Jo - su‘ila £ -Zzukira

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
T8 ¢ Fathah dan ya ai adan i
P Fathah dan wawu  au adanu
Contoh:

S5 - kaifa Jp  -haula
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3. Maddah

Maddah atau vokal panjang berupa harakat dan huruf, transliterasinya

berupa huruf dan tanda:

Tanda Nama

Vissans Fathah dan alif
atau alif maksurah

Seinyes Kasrah dan ya

,'o Damah dan wawu

Contoh

Ju - qala Jd

o - rama S

4. Ta’ Marbutah

Huruf Latin Nama

a a dengan garis di atas
i i dengan garis di atas
u u dengan garis di atas

- qua

- yaqulu

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua:

a. Ta' marbutah hidup

Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan

dammah, trasliterasinya adalah (t).

Contoh:

A yilt § - fi al-madrasati

b. Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya

adalah (h).
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Contoh:

b - ;alhah

¢. Kalau pada kata yang terakhir denga ta’ marbutah diikuti oleh kata yag
menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka
ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.
Contoh:

L Loy, - raudah al-jannah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang di beri tanda
syaddah itu.

Contoh:

Wy - rabbana W - nu‘aimma

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf
J”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh
huruf qamariyah, Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang

mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).
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Contoh:

J= - al-Rajulu i udi - al-Sayyidatu
¥ - al-Qalamu mdt - al-Badi‘u
. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan hamzah ditranslitersikan dengan
apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di
akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena
dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

<l - umirtu

. Penulisan Kata Atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata baik fi‘il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau yang
dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut di tulis dengan
kata perkata.

Contoh:

oy p# b &0ty - wainna Allah lahuwa Khairu al-Razikiqin
O sy JoSIh 1 84 - fa’aufu al-kaila wa al-Mizan

. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf  kapital

seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk
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menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Jyoy Y1 et by - wama Muhammadun illa Rastl

ol gy St Jg1 01 - iNNA aWWE la baitin wudi‘a linnasi
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ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai lembaga negara yang berfungsi
menangani perkara fertentu di bidang ketatanegaran untuk menjaga dan
melindungi konstitusi (the guardian of constitution), agar dilaksanakan dengan
bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Peran
yang dilakukan adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman berperan
mendorong, mekanisme check and balances, menjaga konstitusionalitas kekuasaan
negara serta mewujudkan negara hukum kesejahteraan Indonesia.

Dilembagakannya wewenang judicial review kepada Mahkamah Konstitusi
dikarenakan sebagai negara yang menganut paham konstitusionalisme, Undang-
Undang Dasar harus dijadikan sebagai peraturan tertinggi dalam tata urutan
perundang-undangan. Sehingga hakim harus memiliki wewenang untuk
membatalkan setiap Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-undang
Dasar.

Judicial review juga merupakan suatu proses judicialization of politic
terhadap produk legisletif. Sehingga sebagai alasan mendasar dari sudut pandang
hukum tata negara keharusan dilaksanakan judicial review atau kontrol yudisal
terhadap kekuasaan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan negara adalah
untuk mecegah lembaga tersebut melanggar norma-norma konstitusi dalam hal
membuat Undang-undang.

Dalam hukum Islam Maslahah dijadikan sebagai salah satu metode yang
dikembangkan ulama usul figh dalam mengistimbatkan hukum dari nas. Yaitu
suatu keaslahatan yang tidak ada nas juz‘i (rinci) yang mendukungnya tetapi
didukung oleh beberapa nas melalui cara istigra ’ (induksi dari sejumlah nas).

Penelitian ini akan mengkaji perlunya suatu negara menyelenggarakan
judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi serta prinsip maslahah
yang dikemukakan dalam hukum Islam dengan sifat menggambarkan secara
deskriptif yang berasal dari data primer dan sekunder. Kemudian sumber yang
telah ada dianalisis menggunakan metode deduktif.

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-
normatif yaitu pendakatan terhadap judicial review yang kemudian dikoparasikan
dengan asas-asas hukum Islam dalam hal ini berkaitan dengan kemaslahatan bagi
kepentingan umum bagi suatu negara.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah judicial review
sangat diperlukan bagi kehidupan kenegaraan untuk menjaga konstitusionalisme
dan menjaga mekanisme check and balances. Sedangkan menurut pandangan
hukum Islam, prinsip maslahah merupakan suatu hal yang diusahakan bagi
kebaikan bagi kepentingan umum dalam bidang yang sifatnya mu‘amalah
dunyawiyah dan berguna bagi kehidupan manusia, serta suatu prinsip
kemaslahatan dalam hukum Islam dapat dijadikan sebagai nilai moral ataupun
pendorong bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan judicial review.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus keilmuan di bidang pengetahuan hukum terutama yang
berhubungan dengan pembuatan hukum (law making) dan pelaksanaannya (law
enforcement), mengenai permasalahan yang berkaitan dengan sumber hukum'
merupakan hal yang perlu untuk dipahami dan dianalisa, sehingga dapat
disesuaikan dengan perkembangan hukum dengan kebutuhan masyarakat.2

Bentuk-bentuk peraturan yang dikeluarkan pada saat terteniu tidak selalu
semua bentuknya diseb 1t dalam Undang-Undang Dasar. Sebagai konsekuensinya,
maka akan terjadi suatu tindakan pengeluaran keputusan baik dalam bentuk
peraturan maupun penetapan yang akan di keluarkan oleh pemegang jabatan yang
berwenang.” Pada dasarnya, yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar hanya
bentuk pokok, sedangkan mengenai peraturan yang memerlukan pemaparan yang

lebih rinci ditentukan sendiri dengan Undang-Undang yang khusus mengatumya.4

! Sumber hukum ini dapat dilihat dari segi formal maupun materiil. Sumber hukum formal
diartikan sebagai tempat atau sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum (yang
menyebabkan peraturan hukum berlaku) oleh karena itu disebut juga dengan sumber berlakunya
hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, dan traktat.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1996), him. 70.
Sedangkan sumber hukum materiil merupakan faktor yang mempengaruhi  pembuatan
hukum/mempengaruhi isi dari aturan-aturan hukum, baik terhadap pembuatan undang-undang,
keputusan hakim. Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm.

42,
|

2 Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review (Yogyakarta: Ull Press,
2005), hlm, 45.

3 Ibid,, hlm. 48.

* Dengan demikian suatu bentuk peraturan berdasarkan pada Undang-undang Dasar bukan
dilihat dari penyebutannya dalam Undang-undang Dasar, tetapi dilihat dari kewenangannya untuk
mengeluarkan peraturan ataupun ketctapan itu berdasarkan pada Undang-Undang 1Jasarnya.



Upaya untuk mengantisipasi adanya penyelewengan terhadap pembuatan
aturan yang dikeluarkan oleh penguasa, maka diperiukan adanya suatu sistem
check and balances. Sebagaimana dianutnya suatu prinsip negara hukum dengan
adanya supremasi hukum, maka setiap Peraturan Perundangan yang lebih rendah
harus berdasarkan dan bersumber pada Peraturan Perundangan yang berlaku yang
lebih tinggi tingkatannya seperti halnya yang dikemukakan oleh Hans Kelsen
dengan teori yang dikenal dengan Stuffenbau des Recht atau The Hierarchy of

law.

Menurut Kelsen, “sebuah tatanan hukum bukanlah merupakan suatu §istem
kaidah-kaidah hukum vang berhubungan satu sama lain dalam kedudukan yang
sederajat melainkan merupakan hierarki dari kaidah-kaidah yang berbeda
derajatnya”.® Lebih lanjut Kelsen menyatakan, bahwa Undang-Undang Dasar
menduduki tempat tertinggi dalam hukum nasional karena dijadikan sebagai
landasan bagi sisten hukum nasional, yang dinilai sebagai fundamental law.!
Oleh karana itu, hak menguji dijadikan sebagai mekanisme “guarantees of the
contitution” yang dijadikan sebagai konsekuensi dari konstitusi tertulis.

Sistem hukum Indonesia mengenai hal yang berkaitan dengan Peraturan
Perundang-udangan disusun dalam bentuk suatu tingkatan yang disebut sebagai
Hierarki Peraturan Perundang-undangan, sehingga setiap Peraturan Perundang-
undangan harus memiliki dasar hukum pada Peraturan Perundang-undangan yang

lebih tinggi tingkatannya. Apabila ternyata Peraturan Perundang-undangan yang

5 Siti Fatimah, Praktik Judicial Review di Indonesia (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), him. 3.
S Ibid.

" Ni’matul Huda, Negara Hukum, him. 51.



lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,
Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dapat dituntut
untuk dibatalkan bahkan, batal demi hukum (van rechtswege nietig).®

Memorandum DPDR-GR pada tanggal 9 Juni 1966 MPRS telah
mengukuhkan suatu Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR
No. V/MPR/1973, dalam Lampiran 11 tentang”Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan Republik Indonesia Menurut UUD 1945” dalam huruf A.” Meskipun
dirasakan sangat besar kegunaannya dalam rangka penertiban bagi peraturan
perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, tetapi terlihat juga adanya hal-
hal yang kurang pada tempatnya, bahkan dirasakan masih banyak terdapat banyak
kelemahan dan belum lengkap, karena dalam kenyataan masih ditemukan jenis-
jenis peraturan perundang-undangan lain. Seperti kata “dan lain-lain”
membingungkan, karena dapat menimbulkan berbagai penafsiran.

Pembaharuan hukum Perundang-undangan Indonesia dilakukan dalam rangka
penataan kembali susunan Hierarki Peraturan Perundang-undangan sangat
diharapkan, karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat
ini. Kemudian melalui sidang tahunan MPR RI tanggal 7-18 Agustus 2000, MPR
mengeluarkan Ketetapan No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan Tata
Urutan Perundang-undangan yang baru. '

Menurut ketetapan MPR No. I1II/MPR/2000 tersebut peraturan perundang-

undangan yang tersusun secara hierarkis tersebut mengandung konsekuensi,

8 Ibid., him. 49.
% Ibid,, hlm. 52.

0 1bid,, him. 57.



bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak
boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
tingkatannya. Ini selaras dengan asas hukum lex superior derogat inferiori yang
dimaksudkan agar terciptanya kepastian hukum dalam sistem peraturan
perundang-undangan. &

Oleh karena itu pada saat dilangsungkan sidang pembahasan pembentukan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pembahasan mengenai
judicial review menjadi salah satu perdebatan yang menarik. Perdebatan yang
muncul pada saat itu adalah perlu tidaknya Undang-Undang Dasar 1945
mengakomodir gagasan hak uji materiil ke dalam kekuasaan kehakiman.'> Karena
dalam praktik hierarki peraturan perundang-undangan di negara Indonesia,
banyak peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan

diatasnya."”

"I Hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan untuk mewadahi perkembangan otonomi
daerah sehingga perangkat peraturan desa yang juga harus dimasukkan dalam Sistem dan Urutan
Peraturan Perundang-undangan yang baru. Oleh karena itu tanggal 24 Mei 2004 DPR dan
Pemerintah menyetujui adanya Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dalam UU tersebut
Ketetapan MPR/MPRS dihapuskan dari Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan
mengembalikan kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) setingkat
dengan Undang-Undang, Yang mana menurut Hamid S. Attamimi Penghapusan sumber hukum
Ketetapan MPR dari Tata Urutan Perundang-undangan dinilai tepat karena hal tersebut tidak dapat
dikategorikan sebagai Peraturan Perundang-undangan. Ibid, him. 67. Lihat juga Jimly
Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Kerjasama Mahkamah
Konstitusi dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Ul, 2004), hlm. 277,

2 Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusl
Indonesia (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII kerjasama dengan Gama Medie,
1999), hlm 131-134,

13 Seperti halnya dalam masalah Mashkamah Agung. Dengan dikeluarkannya Perma No. 1
Tahum 1999 tentang Hak Uji Material, yang substansinya bertentangan dengan UU No. 14 Tahun
1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan Kcehakiman dan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung. Siti Fatimah, Praktik hlm, 44-45.



Perdebatan tersebut terjadi sejak berlangsung sidang Badan Penyelidik Usaha-
usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).'"* Soepomo menolak
pendapat M. Yamin yang menghendaki agar dalam Undang-undang Dasar yang
akan dibentuk dicantumkan adanya suatu ketentuan, bahwa Mahkamah Agung
berhak menguji Undang-Undang.” Soepomo menolak gagasan tersebut dengan
mengemukakan alasan bahwa negara Indonesia tidak menganut suatu konsep
Trias Politika dan negara Indonesia belum mempunyai tenaga ahli yang memadai
dan berpengalaman dalam lapangan hak uji materiil ini.

Judicial review tidak kemudian dilupakan, meskipun perdebatan tentang
Judicial review ketika pembahasan rancangan UUD 1945 tidak diteruskan. Pada
saat berlaku Konstitusi RIS 1949 terdapat ketentuan yang jelas mengenai Judicial
review meskipun tidak sempat dipraktekkan, karena kemudian diganti dengan
UUDS 1950,' yang tidak mengatur adanya suatu judicial review. Adanya
larangan untuk menguji Undang-Undang ini dikarenakan dianut sistem kedaulatan
yang berada di tangan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat."”

Saat ini dengan melembaganya judicial review dalam Mahkamah Konstitusi
membuat peneliti tertarik untuk membahasnya dari segi sudut pandang hukum

Islam, karena pemikiran mengenai sumber hukum juga terdapat dalam

14 Fatkhurohman dkk, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi dilndonesia (Bandung:
PT Citra Aditya Bakti, 2004), him. 22.

15 Siti Fatimah, Praktik, him. 6. Lihat juga Fatkhurohman dkk., Memahami Keberadaan, hlm.
22. Lihat juga Sri Soemantri, Hak Menguji Materiil di Indonesia,cet. ke-1 (Bandung: Alumni,
1977), hlm, 55.

1 Ni’matu! Huda, Hukum Tata Negara, hlm. 133.

17 Sri Soemantri, Hak Menguji, hlm. 31.



pembahasan hukum Islam. Pandangan hukum [slam menyatakan bahwa semua
hukum Islam bersumber pada al-Qur‘an dan Hadis serta dalil syar‘i yang lainnya
sesudah kedua sumber tersebut, seperti halnya Ijma’, Qiyas, Istihsan dan lain
sebagainya. Sebagaimana kaidah siyasah:

B i ahly W Y] Loty

Hal yang berbeda adalah ketika hukum Islam dipahami sebagai syariah.
Dalam hal ini hukum Islam diartikan sebagai ketetapan Allah dan ketentuan
Rasul-Nya baik yang berupa larangan maupun perintah yang meliputi seluruh
aspek kehidupan manusia. Hukum Islam diartikan sebagai hukum yang abadi dan
tidak mengenal perubahan. Sckalipun diadakan perubahan, yang berhak
melakukan adalah syari’ itu sendiri melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah
SWT, yang mana saat ini menjadi suatu hal tidak mungkin terjadi setelah nabi
Muhammad wafat.

Kaitannya dengan penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan
maslahah sebagai sumber hukum Islam dalam memandang judicial review oleh
Mahkamah Konstitusi di Indonesia jika dilihat dari kaca mata hukum Islam.
Pendekatan maslahah ini kiranya dapat mengembangkan suatu kerangka
metodologi penelitian dalam hukum Islam yang dikaji oleh penyusun dalam

melihat perkembangan sosial politik dalam hal kenegaraan dalam di Indonesia.

18 Dahlan Idhami, Karakteristik Hukum Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), him. 52.



B. Pokok Masalah

Setelah pen aparan latar belakang masalah yang ada, maka dapat diambil
suatu permasalahan yang akan dibahas menjadi pokok masalah sebagaimana
tersebut di bawah ini:

1. Apakah pentingnya judicial review dalam suatu negara.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Judicial review yang dilakukan

oleh Mahkamah Konstitusi.

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penalitian ini adalah

a. Untuk mengetahui pentingnya judicial review yang dilakukan dalam
suatu negara.

b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai judicial review

yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah

a. Dari penelitian ini diharapkan akan menambah suatu sumbangan bagi
kajian yang membahas permasalahan kenegaraan berkaitan dengan
Judicial review yang dipandang dari kaca mata hukum Islam.

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi peneliti berikutnya
yang akan membahas mengenai permasalahan ketatanegaraan yang

berkaitan dengan judicial review yang dipandang dari hukum Islam.



D. Telaah Pustaka

Judicial review tidak terlepas dari adanya suatu konsep negara hukum, yang
digunakan sebagai alat kontrol untuk membatasi serta mengoreksi
penyelenggaraan pemerintahan maupun negara, salah satunya dalam hal ini
pembuatan perundang-undangan.

Sejauh pengamatan peneliti pembahasan mengenai judicial review yang
dipandang dari hukum Islam belum ditemukan. Tetapi terdapat beberapa buku
yang membahas judicial review.

Ni‘matul Huda dalam bukunya yang berjudul Negara Hukum, Demokrasi
dan Judicial Review," membahas mengenai Judicial Review serta evolusi Tata
Urutan Peraturan Pcrundang-undangan dan pengujian Peraturan Perundang-
undangan dan tindakan Administrasi Negara, serta Judicial review yang dilakukan
oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lialam buku ini juga dikupas
tentang permasalahan hierarki serta pengujian Peraturan Perundang-undangan
setelah terjadiny a reformasi, sechingga menimbulkan banyak persoalan, yang salah
satunya mengenai persoalan Undang-Undang yang tidak dapat diuji oleh lembaga
yudisial, sedangkan permasalahan yang timbul banyak disebabkan oleh adanya
Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah.

Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh Siti Fatimah dengan judul Praktik
Judicial Review di Indonesia,”® dibahas mengenai betapa penting adanya suatu

judicial review dalam suatu tatanan hukum yang ada dalam suatu negara. Hal

19 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara, him. vii.

20 Qiti Fatimah, Praktik Judicial Review, hlm.xiv-xv.



tersebut dikarenakan dalam suatu Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
menunjukkan, bahwa setiap produk hukum yang dikeluarkan pemerintah harus
berdasarkan pac 1 peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, sehingga jika terdapat
peraturan yang bertentangan dengan yang diatasnya, maka tidak sah secara
hukum. Dengan demikian dibutuhkan adanya suatu lembaga yang berwenang
untuk menguji Undang-Undang tersebut. Perkembangan Jjudicial review di
beberapa negara yang menggunakannya juga dibahas dalam buku tersebut serta
dibahas mengenai suatu analisis terhadap model judicial review dalam konsepsi
hukum di [ndonesia yang selama ini diberikan pada Mahkamah Agung hendaknya
diadakan suatu lembaga yang berkompeten menangani permasalahan yang
berkaitan dengan Judicial review, karena Mahkamah Agung hanya dapat menguji
Perundangan di bawah Undang-Undang.

Dalam buku yang ditulis oleh Sri Soemantri dengan judul Hak Menguji
Material di indonesial *' dibahas mengenai pengertian hak menguji sendiri, baik
secara formal maupun material. Juga dibahas mengenai hak menguji menurut
konstitusi RIS, UUDS 50 dan juga menurut UUD 1945, baik dari segi
perkembangannya maupun dalam pelaksanaannya dalam pemerintahan pada saat
itu. Serta dibahas mengenai konstitusi di beberapa negara tertentu yang
melaksanakan Judicial review dalam sistem kenegaraannya. Pandangan Undang-
undang Dasar 1945 mengenai hak uji materi juga dibahas dalam buku tersebut,

dikemukakan beberapa pandangan mengenai apakah memang dapat diadakannya

2 Sri Soemantri, Hak Menguji, him. xi-xii.
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suatu uji materi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan lembaga yang memang
dapat menangani tentang permasalahan hak uii materi tersebut.

Leonard W. Levi juga menulis mengenai judicial review dengan buku yang
berjudul Judicial Review (Sejarah Kelahiran, Wewenang dan Fungsinya dalam
Negara Demokrasi).** Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa
faktor yang menjadi latar belakang adanya Judicial review yang salah satunya
adalah keputusan yang ditetapkan oleh John Marshall dalam kasus yang berkaitan
dengan Madison vs Marbury. Juga sejarah yang melimpahkan wewenang Judicial
review secara mutlak kepada Mahkamah Agung sebagai alat yang dapat
menjalankan suatu sistem check and balances bagi penguasa yang memegang
kekuasaan negara.

Sedangkan dalam kajian hukum Islam pembahasan mengenai maslahah
banyak di perbincangkan di kalangan intelektual Islam, salah satunya adalah al-
Syatibi.”® Dalam karyanya al-Muwdfaqat ﬁ Usul al-Syar’iyyah, beliau mengupas
mengenai prinsip-prinsip hukum dengan sebuah teori Magasid asy-Syar ‘lyyah
yang memberikan perhatian terhadap perlunya menerapkan hukum Islam dengan
mempertimbangkan tujuan-tujuan syri’at sebagaimana termaktub dalam al-Qur‘an
maupun Hadis.

Studi literatur yang telah ada tersebut menjadi pendorong peneliti untuk
membahas mengenai permasalahan judicial review ini yang dipandang dari segi

hukum Islam dalam kerangka pemikiran figh siyasah yang mendukung akan

2 | eonard. W. Levi, Judicial review: Sejarah Wewenang dan Fungsinya dalam Negara
demokrasi (Bandung: Nusa media, 2005).

23 ALSyatibi, 4I-Muw@faqat /i Usiil Al-Syar'ah (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1973).
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permasalehan mengenai dunia keislaman yang digelnti dalam studi kritis dalam
penelitian ini. Dan karena belum adanya penelitian yang secara khusus mengkaji

judicial review yang dikaji dari segi hukum I[slam.

E. Kerangka Teori

Judicial review adalah wewenang untuk menyeiidiki, menilai, apakah suat
peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan
yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak
mengeluarkan suatu peraturan tertentu (verodenende macht).

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa kekuasan kehakiman dilakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peadilan yang berada dibawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata uasaha negara dan oleh
sebuah mahkamah korstitusi. Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan rerakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap Undang-undang Dasar.

Yang dimaksud dengan penelitian judicial review oleh Mahkamah Konstitusi
dalam pandangan hukum Islam ini adalah penelitian yang bertujuan untuk
memandang judicial review dari kaca mata hukum Islam, serta hal yang perlu
dilindungi oleh pemerintah bagi rakyatnya dalam pandangan hukum Islam.

Istilah “hak menguji” berbeda dengan “judicial review”. Jika berbicara
mengenai “hak menguji”, maka orientasinya adalah pada Kontinental Eropah

(Belanda), sedangkan “judicial review” orientasinya adalah pada Amerika
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Serikat. Meskipun tujuannya sama, tetapi dalam perkembangan selanjutnya yang
dilaksanakan oleh negara-negara Eropa yang menganut civil law berbeda dengan
negara-negara yang menganut sistem common law*

Negara yang menganut sistem civil law kewenangan tersebut hanya diberikan
kepada satu lembaga tertinggi saja yang dikenal dengan Constitutional Court atau
Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam sistem negara yang menganut sistem
common law, judicial review dilimpahkan kepada para hakim yang bertugas
menguji apakah peraturan yang dipermasalahkan dalam kasus yang sedang
diperiksa bertentangan dengan konstitusi.*®

Pembentukan Mahkamah Konstitusi antara lain didasarkan pada ajaran
Montesquieu yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga kekuasaan, yaitu
eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebagai akibat dari penerapan asas “trias
politika”, maka setiap kekuasaan tidak boleh mencampuri kekuasaan lainnya.

Kategori pengujian Peraturan Perundang-und: ngan terbagi dalam tiga
kategori yaitu:

a). Pengujian ol=h badan peradilan (judicial review),
b). Pengujian oleh badan yang sifatnya politik (political review),
¢). Pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (administrative

: 6
review). 3

2 Ni’matul Huda, Negara Hulum, him. 74.

%5 Ibid.

2 1bid, hlm. 73. Lihat juga Bagir manan, Empat Tiulisan tentang Hukum {(Bandung: Program
Pascasarjana BKU Hukum Ketatanegaraan Universitas Padjajaran, 1995), hlm. 3.
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Menurut Usep Ranawijaya pekerjaan mengambil keputusan tentang sesuai
tidaknya kaidah hukum dengan Undang-undang Dasar disebut pengujian
konstitusional secara material.’’ Pengujian konstitusional secara material dapat
menjadi dasar yang kuat dalam suatu negara yang mempunyai Undang-Undang
Dasar sebagai sebagai suatu kumpulan kaidah fundamental dibandingkan dengan
kaidah lain. Dalam rangka gagasan Trias Politika dengan sistem check and
balances pengujian konstitusional mempunyai arti yang lebih memperkuat lagi
kedudukan lembaga peradilan.?®

Sebagai negara hukum, pengertian kedaulatan hukum yang berarti bahwa
kekuasaan tertinggi yang berwenang memberikan putusan adalah hukum. Salah
satu ciri dan prinsip dasar negara hukum dan demokrasi adalah adanya lembaga
peradilan yang bebas dan tidak memihak.?® F.J. Stahl dari kalangan ahli hukum
Eropa Kontinental mengemukakan ciri-ciri negara hukum (rechstaat) sebagai
berikut:*

a). Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia;
b). Pemisahan kekuasaan negara;

¢). Pemerintahan berdasarkan Undang-undang;

21 bid, him. 85. Lihat juga Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-
dasarnya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 190-191.

28 Ibid,, him. 8...

29 M. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia (Yogyakarta, 1999), him.
270-271.

30 Qiti Fatimah, Praktik, hlm. 29. Lihat juga Ni’matul Huda, Negara Hukum, hlm. 6. Lihat
juga Fatkhurohman dkk., Memahami Keberadaan, hlm. 5-6. Lihat juga Mukti Arto, Konsepsi
Ideal Mahkamah Agung (Yogyakarta: Pustaka Pelajar2001), hlm. 17. Lihat juga Padmo Wahyono,
Pembangunan Hukum di Indonesia (Jakarta, INDHILL, 1989), him. 30. Lihat juga DahlanThaib,
Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi (Yogyakarta: Liberti, 2000), hlm, 23. Lihat
juga Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum (Jakarta: Kencana, 2004), him. 86.
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d). Adanya peradilan administrasi.

Sedangkan menurut A.V. Dicey dari kalangan Anglo Saxon memberikan ciri-
ciri negara hukum (The Rule of Law) yaitu:'
a). Supremasi hukum dalam artian bahwa tidak boleh ada kesewenang-wenangan,
sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
b). Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi
pejabat;
c). Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-undang dan keputusan-
keputusan pengadilan.
Lebih lanjut Sri Soemantri mengemukakan mengenai unsur-unsur yang
terpenting dalam negara hukum adalah:*?
a). Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus
berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan,;
b). Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
¢). Adanya pembagian kekuasaan dalam negara,;
d). Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.
Konsekuensi dianutnya prinsip negara hukum dengan adanya supremasi
hukum, maka setiap Peraturan Perundangan harus berdasar dan bersumber pada

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang lebih tinggi tingkatannya atau

31 Ratkhurohman dkk., Memahami Keberadaan, hlm. 6. Lihat juga Siti Fatimah, Praktik, hlm.
30. Lihat juga M. Mahfud M.D, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Yogyakarta, 1993), him.
27-28. Lihat juga Oemar Seno Adji, Prasaran dalam seminar ketatanegaraan Undang-Undang
Dasar 1945 (Jakarta, 1966), him. 24. Lihat juga Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, him. 24, Lihat
juga Ni'matul Huda, Negara Hukum, hlm. 9. Lihat juga Muhammad Tahir Azhary, Negara
Hukum (Jakarta: Kencana, 2004), him. 90.

32 Patkhurohman dkk., Memahami Keberadaan, him. 7. Lihat juga Sri Soemantri, Bunga
Rampai Hukum Tata Negara (Bandung, 1992), hlm. 10.
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dikenal dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan Stufenbauw des
Recht the Hierarchy of Law Theory. Kelsen menyatakan, bahwa sebuah tata
hukum bukanlah merupakan suatu sistem kaidah-kaidah hukum yang
berhubungan situ sama lain dalam kedudukan yang sederajat melainkan
merupakan hierarki dari kaidah-kaidah yang berbeda derajatnya.’ .

Menurut Mauro Capelliti perkembangan konstitusi mengalami tiga tahap
yaitu: pertama, dalam suatu tatanan masyarakat hendaknya dibentuk adanya suatu
hukum yang mengikat dengan suatu konstitusi tertulis sebagai hukum positif.
Kedua, konstitusi hendaknya mempunyai sifat rigid, karena kaidah konstitusi
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari kaidah hukum positif lainnya,
sehingga badan legislatif hanya dapat mengubah melalui cara-cara yang khusus.
Ketiga, menciptakan lembaga yang dapat melindungi kaidah konstitusi agar tidak
disalahi, baik dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan maupun dalam bentuk
tindakan pemerintahan lainnya.”

Amerika Serikat menyerahkan kewenangan untuk menentukan apakah
undang-undang bertenangan dengan undang-undang dasar dilaksanakan oleh
hakim. Dalam sistem tersebut menganut adanya sistem desentralisasi atau
decentralized review vyang memberikan kewenangan untuk melakukan
pengawasan pada semua badan peradilan  atau juga sering disebut dengan
“American system of control” dan sistem sentralisasi atau centralized review yang

memberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan hanya pada satu badan

peradilan saja.

3 Qiti Fatimah, Praktik, him. 3.

3% Ibid., him. 2.
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Argumentasi yang dijadikan sebagai landasan adanya sistem desentralisasi
tersebut, yang pertama, adalah fungsi semua hakim adalah untuk menafsirkan
undang-undang, agar diterapkan sesuai dengan kasus kongkrit yang diterimanya.
Kedua, merupakan salah satu prinsip yang harus diterapkan ialah bahwa apabila
dua undang-undang bertentangan satu sama lain, hakim harus melaksanakan salah
satu yang diangap paling utama, yang ketiga, yaitu dalam hal kedua undang-
undang itu mempunyai tingkatan yang sama, maka diterapkan azas “lex posterior
derogat legi priori”, dan “lex specialis derogat legi generaly”.

Keempat, adalah kriteria tersebut tidak berlaku apabila pertentangan itu antara
peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya. Jika terjadi hal
semacam itu maka diperlukan adanya kriteria “/ex superior derogat legi inferiori”
yaitu konstitusi mengalahkan undang-undang seperti halnya undang-undang
terhadap peraturan di bawahnya atau di sebut juga dengan “Gezetze prevail over
Verodnungen”.

Sistem sentralisasi yang mendasarinya adalah didasarkan pada doktrin
pemisahan kekuasaan yang tegas dan penghormatan atas “supremacy of law”
seperti ajaran Montesquieu dan Rousseau, yaitu yang mengkhawatir kan tindakan
peradilan.

Sedangkan hukum Islam dalam hal teori Usul al-Figh sebagai suatu analisis
dalam memandang permasalahan realitas sosial-politik kontemporer mencakup
hal yang berkaitan dengan pertimbangan kemaslahatan secara umum. Maslahah
dijadikan sebagai kajian teori dalam metode hukum Islam serta menjadi sebagai

salah satu pembentukan metode hukum Islam yang memperhatikan kepentingan
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umum. Maslahah dalam kajian kontemporer juga dianggap memadai dalam upaya
menemukan tujuan-tujuan dari adanya suatu hukum Is'am.

Tujuan Allah mensyariatkan hukum bagi manusia secara prinsip adalah untuk
memelihara kemaslahatan manusia dan untuk menghindari adanya kemafsadatan
(kerusakan), baik di dunia maupun di akhirat.® Sedangkan kemaslahatan secara
teori dapat diwujudkan jika telah terpenuhinya lima unsur pokok yang menjadi
hak dasar bagi setiap manusia. Lima unsur tersebut, yaifu agama, jiwa, akal,
keturunan dan harta, yang dari lima unsur tesebut dapat direalisasikan dalam
dalam setiap aturan-aturan hukum yang dibuat dalam suatu negara oleh para
penguasanya yang diberlakukan bagi rakyatnya.

IImu politik Istam menycbutkan, bahwa negara pada hakikatnya merupakan
suatu lembaga yang dapat mengatur dan menjamin segala kepentingan yang
diperlukan oleh umatnya ataupun masyarakatnya. Hal tersebut dikar¢nakan
maslahah yang dijadikan sebagai landasan negara yang mengatur kepentingan
secara umum rakyainya dalam menyusun dan mengatur suatu perundang-
undangan yang dilembagakan untuk masyarakatnya.

Al-Qur’an secara khusus menyatakan, bahwa semua bidang kedaulatan adalah
milik Allah semata. Konsep kedaulatan hukum dan politis Allah adalah salah satu
prinsip dasar Islam. Semua Rasul pada umumnya adalah wakil Allah dalam suatu
kedaulatan politis dan hukum Allah.*® Konstitusi pemerintahan Islam diharapkan

mencakup prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:*’

35 Makna kemaslahatan merupakan segala sesuatu yang didalamnya terkandung kebaikan dan
manfaat bagi manusia dalam urusan dunia maupun agamanya.
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Kekuasaan tertinggi atas segenap alam semesta dan semua hukum terletak

hanya hanya pada Allah.

. Hukum di muka bumi haruslah berdasarkan al-Qur’an dan Hadis.

Ketetapan hukum ataupun aturan administratif yang akan dikeluarkan dan

diberlakukan tidak boleh melanggar al-Quran dan Hadis.

. Suatu negara harus berdasarkan prinsip dan cita-cita ideologi Islam.

Negara wajib membela dan menegakkan kebenaran serta mencegah dan

menghapuskan yang salah.
Negara berkewajiban memperkuat ikatan persatuan dan persaudaraan di antara
kaum muslimin di seluruh dunia.

Pemerintah menjamin tersedianya keperluan dasar untuk kehidupan semua

warga negara tanpa membedakan suku maupun agama. Asas ajaran Islam

mengenai kehidupan bernegara meliputi:*®

a).

b).

Hidup bernegara merupakan penyelenggara kepentingan bersama maka
pengelolaan negara menjadi kepentingan bersama.
Keadilan yang diartikan menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat

dan melimpahkan pada orang/lembaga yang mempunyai berwenang.

. Persamaan yang menyangkut hak diperlakukan sama didepan hukum dan

dalam terpenuhinya hak asasi manusia.

36 Qalim Azzam, Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam (Bandung: Mizan,

1990), him. 89-93.

37 Ibid, hlm. 159-160.

3% Ahmad Azhar Basyir, Negara dan Pemerintahan dalam Islam (Ul Prees: Yogyakarta,

2000), him. 28-41.
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d). Kebebasan yang meliputi kebebasan pribadi, kebebasan berpendapat serta
kebebasan beragama.
e). Pertanggung jawaban kepala negara.

Hak dan kekuasaan rakyat serta hubungannya dengan pemerintah dalam suatu
pemerintahan ]slam menyangkut dalam masalah-masalah sebagai berikut:*
Kebebasan dan jaminan keselamatan dalam beragama dan menjalankan kegiatan
keagamaan yang dianut. Rakyat dijadikan sebagai pemilih dari pengangkatan
seorang penguasa, baik yang dipilih secara langsung maupun tidak langsung.
Rakyat dapat mengontrol cara kerja penguasa dengan adanya transparansi dalam
suatu pelaksanaan roda pemerintahan jika memang terjadi adanya suatu
penyimpangan. Penguasa tidak mempunyai hak yang mutlak untuk mengubah
hukum Islam karena sumber hukum Islam adalah al-Qur’an dan Hadis, begitu
juga dengan rakyat bukanlah merupakan sumber bagi pembuatan hukum.

Kemaslahatan tersebut diatas akan dijadikan sebagai pandangan dalam
membahas judicial review oleh Mahkamah Konstitusi dalam sistem kenegaraan di
Indonesia, sehingga dapat dikatakan memadai dijadikan sebagai sebuah
kebutuhan dalam sitem kenegaraan bagi keteraturan suatu Perundang-undangan

yang ada di Indonesia.

39 Muhammad Al-Mubarak, Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam (Solo: Pustaka
Mantiq, 1995), hlm. 117-119.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian kepustakaan atau disebut
dengan library research dilakukan dengan mengkaji dan menelaah data-
data yang berkaitan dengan judicial review dalam Mahkamah Konstitusi
atau sering juga disebut sebagai penelitian pustaka.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang berarti bahwa dalam
penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan pentingnya judicial
review dalam suatu negara. Penelitian ini juga bersifat preskriptif yang
artinya memandang serta membahas apakah Judicial review sesuai dengan
hukum [slam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data
yang berasal dari kepustakaan dan bahasan yang berhubungan dengan
judicial review dalam Mahkamah Konstitusi. Sebagai penelitian
kepustakaan maka data yang akan dikumpulkan melalui beberapa sumber
yaitu:

a. Sumber data primer yaitu dengan menggali obyek kajian utama yang
terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah
diamandemen, Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan juga Undang-Undang

No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
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b. Sumber data sekunder berupa literatur-literatur, baik berupa RUU,
buku, jurnal, majalah maupun surat kabar yang secara membahas
mengenai judicial review dalam Mahkamah Konstitusi sebagai data
penunjang.

c. Sumber data tersier merupakan sumber-sumber yang mendukung
dalam penulisan penelitian ini yaitu berupa kamus maupun
ensiklopedia.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis-normatif. Yang mana merupakan suatu pendekatan terhadap
masalah judicial review dengan mendasarkan pada peraturan Perundang-
undangan yang berlaku kemudian dikomparasikan dengan asas-asas

hukum Islam dalam hal ini berkaitan dengan kemaslahatan bagi suatu

negara.
5. Analisis Data

Pengumpulan data yang ada dijadikan sebagai tahap awal pada penelitian
ini. Kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif sehingga nantinya
akan did pat adanya suatu kesimpulan yang sesuai dengan penelitian yang
dilakukan. Kemudian dalam analisa ini digunakan suatu metode deduktif
yang mana metode ini bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum
yang kemudian dapat diperoleh adanya suatu pengertian yang bersifat

khusus.
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G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memudahkan penyusun dalam menyelesaikan pembahasan
penelitian secara sistematis maka disusun adanya sistematika pembahasan ini.

Bab pertama. Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan yang meliputi
latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka,
kerangka teori. serta metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika
pembahasan. Bab pertama ini menjadi pengantar bagi penelitian yang berkaitan
dengan tema judicial review dalam perspektif hukum Islam.

Bab kedua. Pada bab ini penyusun melakukan pembahasan yang berkaitan
dengan judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam bab ini
membahas dua sub bab pembahasan, yang pertama, pengertian Judicial Review
yang mencakup definisi judicial review sendiri serta sejarah adanya judicial
review. Sedangkan sub bab yang kedua, sejarah Mahkamah Konstitusi yang akan
membahas mengenai sejarah judicial review oleh Mahkamah Konstitusi,
wewenang dan kedudukan Mahkamah Konstitusi, fungsi dan peran Mahkamah
Konstitusi, obyek judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, serta asas-asas
hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Bab ketiga. Pada bab ini penyusun membahas mengenai maslahah sebagai
dasar diadakannya judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Bab ini terdiri dari
tiga sub bab, yang perfama yaitu, pengertian serta dasar hukum maslahah. Kedua,
ruang lingkup dan macam-macam maslahah. Ketiga, mekanisme maslahah.

Bab empat. Pada bab ini penyusun berusaha menganalisis Jjudicial review
yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di pandang dari segi kemaslahatan

sebagai perspektif hukum Islam. Bab ini terdiri dari dua sub bab pembahasan,
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yang pertama yaitu, judicial review sebagai atribusi kewenangan oleh Mahkamah
Konstitusi dan yang kedua adalah, judicial review oleh Mahkamah Konstitusi
dalam perspektif maslahah.

Bab kelima. Pada bab ini merupakan penutup dari penelitian yang akan
dilakukan oleh penyusun yaitu yang berisi mengenai kesimpulan dan saran yang
bisa dijadikan sebagai pertimbangan bagi peneliti berikutnya jika akan membahas

topik yang sama dengan bahasan dari penelitian ini.



BAB Y
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah adan ya pemaparan didepan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1.

Judicial review dalam suatu negara dijadikan sebagai alat kontrol terhadap
konsistensi antara produk perundang-undangan dengan peraturan-
peraturan dasarnya. Untuk mengantisipasi dan mengatasi inkonstitusional
perundangan  produk  pemerintah, maka setelah  amandemen
diselenggarakan, dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang diberi
wewenang untuk melakukan judicial review agar lebih mendorong
terciptanya suatu mekanisme check and balances dalam penyelenggaraan
negara.

Maslahah merupakan salah satu metode berfikir untuk mendapatkan
kepastian hukum terhadap suatu masalah atas pertimbangan manfaat dan
madarat yang disebabkan karena tidak adanya nas maupun ijma’ yang
menentukan hucumnya. Yang menjadi landasan adalah bahwa syari‘at
Islam dalam berbagai pengaturan dan hukumnya yaitu mengarah pada
kepentingan umum atau al-Maslahah al-‘Ammah (Algemeen Blaang)
yaitu apa yang menjadi kepentingan dan apa yang dibutuhkan oleh
manusia dalam kehidupan di dunia ini. Maka upaya untuk mewujudkan
maslahah dan mencegah mafsadah adalah suatu yang sangat dibutuhkan
oleh setiap orang. Sehingga dengan adanya maslahah ini dapat dijadikan
sebagai nilai moral maupun spirit serta dorongan Mahkamah konstitusi

dalam menangani masalah judicial review.
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B. Saran

Sebagai penyusun yang mengadakan tulisan ini hanya dapat memberikan

saran bahwa:
1. Pemerintah hendaknya tidak menyalahi aturan sebagaimana yang

diterapkan dalam Undang-Undang Dasar karena Undang-Undang Dasar
dijadikan sebagai fundamental law.

2. Para peneliti dalam hikum Islam hendaknya melakukan suatu penelitian
yang berkaitan dengan ilmu yang berkembang seiring dengan
perkembangan zaman di pandang dari segi sudut pandang Islam sehingga
dapat membuka wacana khasanah keilmuan Islam mengingat di Indonesia

mayoritas beragama Islam.
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No. | Him. | Footnote Terjemahan
BAB I

1. 6 18 Tidak ada siyasah kecuali apa yang sejalan dengan
jiwa syara’.

BABIII

2. 50 18 Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan
kemaslahaan manusia didunia dan diakhirat.

3. 50 19 Untuk mewujudkan kemaslahatan hamba Allah dalam
kehidupan dunia akhirat mereka.

4. 52 21 Kamu lebih mengetahui urusan duniamu.

BAB IV

5. 72 39 Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk
menjadi rahmat bagi semesta alam.

6. 73 41 Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada
umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita
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kebanyakan manusia tiada mengetahui.

7. 74 43 Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang
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suatualasan yang benar.

8. 75 44 Dan janganlah mendekati zina sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuata yang keji dan suatu jalan yang
buruk.

= 75 45 Sesungguhnya minuman khamr arak, berjudi,
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syaitan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu.
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mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, dan
adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara
yang demikian,

II




12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

76

77

79

80

81

82

82

86

87

88

89

48

50

52

55

59

61

62

67

69

71

72

Hajat itu menempati tempat darurat dalam
membolehkan segala yang dilarang.

Menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Mengundangkan hukum pada suatu peristiwa yang
tidak ada nashnya dan ijma’ didasarkan atas menjaga
kemaslahatan yang tidak datang nas dari syara’
sebagai dalil untuk mengokohkan atau menolaknya.

Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan
menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Seseungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.

Sedang urursan merecka diputuskan  dengan
musyawarah diantara mereka.

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan
itu.

Tidak ada siyasah kecuali apa yang sejalan dengan
jiwa syara’.

Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu
mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu..

Tindakan ataupun kebijaksanaan penguasa terhadap
rakyatnya tergantung pada kemaslahatan bagi rakyat.

Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat
yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada
yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar.
Mereka lah orang-orang yar.g beruntung.
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CURRICULUM VITAE

: Titia Janati
: Taluk Kuantan / 5 Januari 1983

: Plurugan No. 282 Rt.10 Rw.10 Tirtonirmolo
Kasihan Bantul Yogyakarta 55181

~ Orang Tua / Wali ~
: Sidik Waluyo

: Sarmi

: Wiraswasta

: JIn, Soekarno-Hatta No.9 Marsawa Benai
Kuantan Singingi Riau 29362

~ Pendidikan ~
: SDN 046 Marsawa Benai Kuantan Singingi Riau
: MTs. Mu‘allimat Muhammadiyah Yogyakarta
: MA., Mu‘allimat Muhammadiyah Yogyakarta

: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
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